PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 122 TAHUN 2021
TENTANG
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TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

a.

PERIODE TAHUN 2021-2026
WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota perlu
dibentuk Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Periode Tahun 2021 - 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota
Banjarmasin Periode Tahun 2021-2026;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

R atatal

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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12.

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5061);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157)
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota
Banjarnasin Periode 2021-2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Walikota ini.

rapat-rapat pendahuluan;

sosialisasi;

penjaringan bakal calon pimpinan Baznas;
pendaftaran bakal calon;

seleksi administrasi,

penetapan bakal calon sebanyak 20 (dua puluh) orang;
penerimaan makalah (visi dan misi) bakal calon;

. pemaparan (presentasi) makalah bakal calon;
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Banjarmasin dan;

j. penyampaian hasil seleksi kepada Walikota
Banjarmasin melalui Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota Banjarmasin.
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Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumbangan tidak terikat laiinya.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA BANJARMASIN

PERIODE 2021-2026

SUSUNAN TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN UNSUR
1. | H. MUHAMMAD ROFTT,S.Ag.M.Pd.l KEPALA KEMENAG KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN
N
2. | H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.AP KABAG KESRA PEMERINTAH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
3. H. HUSNA ARSYAD,S.AG SEKRETARIS UMUM MUI KOTA
MUI KOTA BANJARMASIN
BANJARMASIN
4. | Dr. BUDI RAHMAT HAKIM, S.Ag, M.HI DOSEN UIN ANTASARI AKADEMISI
-\-ﬂ
5 MUHAMMAD MAHALLI, S.Ag, MA PENYELENGGARA KEMENAG KOTA
ZAKAT & WAKAF BANJARMASIN

KEMENAG KOTA
BANJARMASIN
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